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BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor ©6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
[Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemeritahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa DBarat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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11.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Noinor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Nomor 6801;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587), sebagaimana
telan beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pecmerintahh Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);
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: Peraturan Me:

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Tanglta Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Nepublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimena telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33

Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
112);

"Pefcuman Muatcu ._,th"n Negeri Nomor 70 Tahun 2019

 Dacrah (Berita
omor 1114);

:'(-;ri Da'!za_m Neg ri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  wKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan 'P-:ml: angunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun /=‘N Nomor 1447);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republilc Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Ren . Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023

tentang Pedoman Pen wsu;mn Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonecia Tahun 2023 Nomor 799);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8 );

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2010 Nomor 7);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2016 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah
Kabupaten Tasikinalaya Tahun 2014 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan
BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.



5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oieh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara *angc,ung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penvelenggaraan pemerintah dacrah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentul: kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penguraiig nilai kekayaan bersili dalain periode taliun anggaran
berkenaan.

13. Pembiayaan adalah setiap r imaan yang perlu dibs ayar kembali dan/atau
pengecluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

14. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan
penetapan APBD.

© N O

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
APBD  Kabupaten  Tasikmalaya Taehun  Anggaran 20 ?4 berjumlah
Rp3.643.782.790.862,00 (tiga triliun enam ratus empat Udl”w tiza miliar tujuh
ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus
enam puluh dua rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, bm_dn,]q daerah, dan
pembiayaan daerah dengan rincian scbagal berikut:
a. Pendapatan Dacrah Rp3.446.080.103.473,00
b. Belanja Daerah Rp3.642.607.790.862,00
Surplus/(Defisit) (Rp196.527.687.389,00)
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp197.702.687.389,00
2. Pengeluaran Rp1.175.C0C0.000,00
Pembiayaan Neto Rp196.527.687.389,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp3.446.080.103.473,00 (tiga triliun
empat ratus empat puluh enam miliar delapan puluh juta seratus tiga ribu empat
ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
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Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp380.301.428.979,00 (tiga ratus delapan puluh miliar
tiga ratus satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh
puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a direncanakan
sebesar Rp107.710.575.000,00 {seratus tujuh miliar tujuh ratus sepuluh juta
lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
secbesar Rp237.767.764.373,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus
ernam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh
puluh tiga rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayfu (1 ) huruf ¢ direncanakan sel esar Rp26.524.687.846 ’»U (dua puluh
enam miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh
tujuh ribu aeiapdn ratus empat pu Iuh enam rupiahyj.

Lain-lain pendapatan asli daerah vang sah se hc\bam:una dimalksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan scbesar Rp8.298.401.760,00 (aeldp:r_ miliar dua
ratus swnbﬂan puluh delapan juta empat ratus satu ribu tujuh ratus enam

Pa =
rasal o

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp3.059.759.174.494,00 (tiga triliun lima puluh
sembilan miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juh seratus tujuh puluh
empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transier pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar dacrah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat bd agaimana dimalksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp2.850.317.361.294,00 (dua triliun delapan
ratus lima puluh miliar tiga ratus tujuh belaa juta tiga ractus enam puluh satu
ribu dua ratus scmbilan puluh empat rupiah).

Pendapatan transfer antar dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp209.441.813.200,00 (dua ratus sembilan miliar
empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu dua ratus
rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf ¢ direncanakan sebesar Rp6.019.500.000,00 (enam miliar sembilan

belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah;

b. Dana darurat;dan

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp6.019.500.000,00 (enam miliar sembilan belas juta
lima ratus ribu rupiah).

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak
direncanakan.

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak direncanakan.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tghun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp3.642.607.790.862,00 (tiga triliun enam ratus empat puiuh dua miliar enam
ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam ouluh dua
rupiah), yang terdiri atas:

a. Belania operasional;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer.

rasal o

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp2.641.312.352.773,00 (dua triliun enam ratus
empat puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus lima puluh dua
ribu tujuli ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;
b.Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rpl1.456.640.637.568,00 (satu triliun empat ratus lima puluh enam
miliar enamn ratus empat puluh juta csnain ratus tiga puluh tujuh ribu lima
ratus enam puluh delapan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud pade ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp770.912.736.062,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar
sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tiga pulith enam ribu enam puluh
dua rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak

-t

direncanakan.
(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak
direncanakan.

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp409.858.979.143,00 (empat ratus sembilan miliar delapan ratus
lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus
empat puluh tiga rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus juta
rupiah).



Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp307.139.989.963,00 (tiga ratus tujuh miliar seratus tiga
puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus
enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

Belanja modal tanah;

Belanja modal peralatan dan mesin;

Belanja modal gedung dan banguna

Belanja modal jalan, jaringan, wa ir "'-.’_‘S‘:;
Belanja modal aset tetap lainnya; dan
Belanja modal aset lainya.

mo a0 o

Pasal! 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang
terdiri atas belanja tidak terduga.

T

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
direncanakan sebesar Rp664.155.448.126,00 (enam ratus enam p'111'h empat
miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu
seratus dua puluh enam rupianj, vang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi ha sil sebagaimana
sebesar Rp14.133.579.126,00
lima ratus ¢ _zgah puluh scmblmr

(8) Belanja bantuan keuangan sebagaimanza dimaksud pada evnt (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp650.021.869.000,00 (enam ratus lima puluh miliar
dua puluh satu juta delapan ratus enam pu liuh sembilan ribu rupiah).

a ayat (1) huruf a direncanakan
iga puluh tiga juta

> Il.h \Ctr SET cli us tiit o
seratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp
196.527.687.389,00 (seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus dua puluh
tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh
sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

0]

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rpl197.702.687.389,00 (seratus sembilan
puluh tujuh miliar tujuh ratus dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu
tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

. Pencairan dana cadangan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

. Penerimaan pinjaman daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

;O Q0 TP
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Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak direncanakan sebesar Rp
137.702.687.389,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus dua juta
enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan
rupiah).

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c tidak direncanakan.

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
tidak direncanakan.

pada ayat (1) huruf e tidak direncanakan.

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak

direncanakan.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf b direncanakan sebesar Rpn1.175.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh

puluh lima juta rupiahj, yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

b. Penyertaan modal daerah;

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

d. Pemberian pinjaman daerah; dan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pembentulkan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a

tidak direncanakan.

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rpl1.175.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh

lima jute rupiah) dialokasikan kepada BPR Cipatujah Jabar bersumber dari

hibah Upland Pusat.

Pembayaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ tidak direncanakan.

Pemberian pinjaman dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

tidak direncanakan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak

direncanakan.

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp196.527.687.389,00 (seratus
sembilan puluh enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus
delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rpl196.527.687.389,00
(seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enam
ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
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Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah

Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Kabupaten

Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024, dengan cara terlebih dahulu melakukan

perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten

Tasikmalaya, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Keadaan daruirat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alain, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantuni dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daer

a.

b.

C.

s

5 0

Ll

1

ah ini yang terdiri dari:

Lampiran ! Ringkasan APED yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Bclanja, dan Pemuiayvaan;
Lampiramn Il Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

. Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan Beseita Keluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pcmerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI = Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;

. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD

dan PPAS dengan Rancangan APBD;

Lampiran IX  Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

. Lampiran XI = Daftar Piutang Daerah;

Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;
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m.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;

n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);

o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 29 Desember 2023

SIKMALAYA,

BUPATI

\
SUGIANTO

i Singaparna
9O Desember 2023

Diundangkan
pada tanggal

SEKRETAR]|S DAERAH
KABUPATEN [TASIKMALAYA

MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 19

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI
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